PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR 

PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR 














































commit to user 
i 
 
PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR 
PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR 











Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh 
Sebutan Vokasi Ahli Madya (A.Md.) Dalam Bidang 
Manajemen Administrasi  
 
 Oleh : 
   FATCHUROH MILANDARI S 
  D1507099 
 
PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 MANAJEMEN ADMINISTRASI 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 




















































PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR 
PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR 





Disusun Oleh : 





Disetujui Untuk Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji 
Pada Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
2010 
 


















































PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR 
PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR 
(Studi Kasus Pelayanan Administrasi Pendaftaran NPWP Orang Pribadi) 
 
Disusun Oleh : 
Fatchuroh Milandari S 
D1507099 
 
Telah diuji dan disahkan oleh Tim Penguji Pada Program Studi Diploma III 
Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 






















































Nama : Fatchuroh Milandari S 
NIM : D 1507099 
 
 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul “Prosedur 
Pelayanan Administrasi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar (Studi 
Kasus Pelayanan Administrasi Pendaftaran NPWP Orang Pribadi” adalah betul-
betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut 
diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya 
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang 





           Surakarta,   Juni 2010 


























































“ Sesungguhya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. “ 
( Q.S. Al Insyirah : 6-7 ) 
 
 
“ Suatu pekerjaan yang sulit akan menjadi mudah jika kita curahkan hati, niat, 
fikir dan tangan kita untuk pekerjaan tersebut. “ 
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umumnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan Tugas Akhir ini. 
 Di samping itu penulis menyadari bahwa selesainya Tugas Akhir ini 
adalah dorongan, motivasi, dan bantuan dari bernagai pihak. Dalam kesempatan 
ini pula dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada: 
1. Drs. Supriyadi SN, SU selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret. 
2. Drs. Sakur, M.S selaku Ketua Program Jurusan Manajemen Administrasi dan 
Pembimbing Akademik. 
3. Asal Wahyuni Erlin Mulyadi, S. Sos, MPA selaku pembimbing tugas akhir, 
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FATCHUROH MILANDARI S, D1507099, PROSEDUR PELAYANAN 
ADMINISTRASI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 
KARANGANYAR (STUDI KASUS PROSEDUR PELAYANAN 
PENDAFTARAN NPWP ORANG PRIBADI), Program Studi Manajemen 
Administrasi Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret, 2010, 71 halaman. 
  
Salah satu sumber penerimaan negara untuk penyelenggaraan pemerintahan 
adalah pajak. Kepatuhan Wajib Pajak turut menentukan keberhasilan pencapaian 
tujuan pembangunan bangsa. Pengamatan yang dilakukan sebagai bahan 
penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk mengetahui  prosedur pelayanan 
administrasi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), khususnya NPWP 
Orang Pribadi (NPWP-OP) di KPP Pratama Karanganyar. Pengamatan ini 
merupakan pengamatan deskriptif kualiatif. Teknik pengambilan sample 
menggunakan Purposive Sampling yaitu dengan memilih informan yang dianggap 
paham terhadap permasalahan pengamatan. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara dan studi pustaka (telaah dokumen). Teknis analisis data 
dilakukan dengan analisis data kualitatif interaktif meliputi reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa prosedur pelayanan pendaftaran NPWP-OP dilakukan 
dengan dua cara yaitu secara manual dan online (e-registration). Secara manual 
artinya Wajib Pajak (WP) datang langsung ke KPP dengan mengisi formulir yang 
telah disediakan dilampiri fotocopy KTP. Pelayanan secara manual pada 
umumnya dapat diselesaikan dalam waktu satu hari dan gratis. Pendaftaran secara 
online (e-registration) dapat dilakukan oleh WP melalui internet dan mobil pajak 
keliling. WP mengisi formulir secara online kemudian mencetak, menandatangani 
dan mengirimkan formulir beserta persyaratannya ke KPP secara langsung atau 
via pos. KPP akan melakukan rekam, verifikasi data dan mencetak (registrasi 
approve) dan mengirim kartu NPWP beserta berkas lain ke alamat Wajib Pajak 



















































A.  Latar Belakang Masalah 
Indonesia sebagai negara berkembang tidak lepas dari kegiatan 
pembangunan nasional. Kegiatan pembangunan nasional di Indonesia tidak dapat 
dilepaskan dengan kondisi wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang 
besar. Beragam sarana dan prasarana baik secara jumlah maupun jenis sangat 
diperlukan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional tersebut. Oleh 
karena itu, pemerintah membutuhkakn biaya yang sangat besar. Salah satu sumber 
penerimaan negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dari pajak. 
Kontribusi pajak sebagai pilar pembangunan bangsa Indonesia semakin besar dan 
penting seiring dengan semakin berkurangnya kontribusi penghasilan migas. 
Pajak diharapkan mampu menjadi tulang punggung penerimaan negara karena 
pemerintah Indonesia tidak dapat selamanya menggantungkan penerimaan negara 
dari kegiatan ekspor migas. Oleh karena itu demi menjamin kelangsungan 
pembangunan nasional diperlukan partisipasi aktif dari seluruh komponen negara 
khususnya seluruh rakyat Indonesia, kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan ketentuan perpajakan 
sangat diharapkan demi berlangsungnya pembangunan nasional.   
Seperti diketahui bahwa negara dalam menyelanggarakan pemerintahan 
mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang 
kesejahteraan, keamanan, pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan 
sebagainya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan dalam 
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi 
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”. 
Sebagai masyarakat bijak yang taat pajak akan sangat berarti dalam 
berpartisipasi dan membiayai pembangunan negara untuk kepentingan pribadi 













































commit to user 
2 
 
Pokok Wajib Pajak). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak 
sebagai sarana yang merupakan identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam 
melaksanakan hak dan kewajibannya  untuk menjaga ketertiban dalam 
pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam UU No 
9 Tahun 1994 telah disebutkan dengan jelas bahwa, “Setiap Wajib Pajak wajib 
mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya 
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.  
Dengan demikian, seorang yang telah berpenghasilan dan menurut 
Undang-Undang diwajibkan membayar pajak, yang bersangkutan jelas telah 
menunjukkan identitasnya bahwa ia telah mampu memikul beban negara dengan 
membayar pajak. Semua itu baru berarti banyak jika masyarakat Wajib Pajak mau 
memahami pentingnya membayar pajak dan akhirnya mendaftarkan diri untuk 
mendapatkan NPWP serta mempunyai sikap bangga karena telah memiliki 
NPWP. NPWP dalam hal tertentu dimungkinkan dapat berfungsi sebagai 
pengganti KTP. Kebanggan memiliki kartu NPWP ini akan tercipta bila transaksi 
antara Wajib Pajak dengan pemerintah dapat berjalan dengan baik, dan tentunya 
pelayanan pemerintah yang akan mempengaruhi kepuasan transaksi.  
Di Indonesia, hal mengenai pajak ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP). Di tingkat Propinsi dan Kabupaten, dikelola secara langsung oleh Kantor 
Wilayah DJP. Dengan demikian, hal yang berkaitan dengan pengelolaan NPWP 
merupakan wewenang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, di Kabupaten 
Karanganyar pengelolaan NPWP merupakan wewenang Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Karanganyar. Di Kabupaten Karanganyar, dalam lima tahun terakhir, 
jumlah peningkatan NPWP meningkat cukup tinggi. Berdasar tabel 1.1 berikut 
dapat diketahui bahwa pada tahun 2005 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP 
Pratama Karanganyar sebesar 17547 dengan rincian jumlah Wajib Pajak yang 
aktif sebesar 15560 dan Wajib Pajak baru sebesar 1987. Jumlah ini meningkat 
cukup baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 mencapai 78927 naik 48,4 % 
dibanding 4 tahun sebelumnya.  Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh 
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prosedur pelayanan administrasi yang ada dalam kantor pajak tersebut. 
Kemudahan, kecepatan dalam persyaratan dan prosedur pendaftaran NPWP bagi 
Wajib Pajak akan dapat meningkatkan kepercayaan serta kepuasan bagi Wajib 
Pajak.  
Tabel 1.1 
Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2005-2009 
Tahun WP Aktif WP Baru Total WP 
Terdaftar 
2005 15560 1987 17547 
2006 17529 2247 19776 
2007 19655 10143 29796 
2008 29685 23495 53179 
2009 53129 25798 78927 
Sumber : Seksi Pelayanan, KPP Pratama Karanganyar 
 
Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih untuk menyusun laporan akhir 
mengenai hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan administrasi NPWP di 
KKP Pratama Karanganyar, dengan fokus pada pelayanan administrasi 
pendaftaran NPWP Orang Pribadi (NPWP-OP). Oleh karena itu, laporan tugas 
akhir ini disusun dengan judul Prosedur Pelayanan Administrasi Di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar (Studi Kasus Pelayanan Administrasi 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi) 
 
B.  Perumusan Masalah 
Berdasar pada latar belakang di atas, masalah dalam pengamatan ini 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana prosedur pelayanan administrasi pendaftaran NPWP-OP di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar? 
2. Apa saja hambatan dan upaya penyelesaian dalam pelaksanaan pelayanan 
administrasi pendaftaran NPWP-OP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
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C.  Tujuan Pengamatan 
1. Tujuan Institusional 
Hasil pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur 
pelayananan administrasi pendaftaran di KPP PRATAMA Karanganyar. 
2. Tujuan Fungsional 
Hasil pengamatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
penulis dalam melakukan pengamatan di lapangan sekaligus menerapkan teori-
teori yang telah diperoleh dari pendidikan di Universitas. 
3. Individual 
Hasil pengamatan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat guna 
memperoleh sebutan Vokasional Ahli Madya dalam bidang Manajemen 



































































TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN 
 
A.  Tinjauan Pustaka 
1.  Prosedur Pelayanan dan Pelayanan Administrasi 
Prosedur merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan 
suatu tugas atau pekerjaan dalam sebuah perusahaan, dan tidak hanya 
dalam bidang kegiatan operasional, tetapi juga dalam bidang pekerjaan 
perkantoran. Suatu organisasi dalam perusahaan haruslah mempunyai 
tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujaun itu 
dilakukan berbagai kegiatan dan masing-masing kegiatan mempunyai 
sasaran tertentu yang secara keseluruhan ditujukan terhadap tercapainya 
tujuan organisasi. Untuk mencapai sasaran pada masing-masing kegiatan 
itu harus dilakukan dengan cara-cara yang efektif, salah satu cara yang 
dapat mencapai tujuan itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas 
baik dan sistem yang dijalankannya. 
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:791), pengertian 
prosedur adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktifitas. 
Prosedur juga diartikan sebagai metode langkah demi langkah secara 
eksak dalam memecahkan suatu problem. Pengertian prosedur menurut 
Kamus Manajemen (Moekijat, 1990:435) adalah sebagai berikut : 
1) Suatu prosedur yang berhubungan dengan pemilihan dan penggunaan 
arah tindakan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan 
yang telah ditentukan.  
2) Suatu prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan 
yang merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk 
melaksanakan pekerjaan yang harus diselesaikan.  
3) Prosedur-prosedur memberikan urutan waktu (chronologis) kepada 
tugas-tugas dan menentukan jalan dari serangkaian tugas demikian 
dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kearah tujuan yang telah 
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4) Urutan secara kronologis dari tugas-tugas ini merupakan ciri dari tiap 
prosedur. Biasanya suatu prosedur meliputi bagaimana, bilamana dan 
oleh siapa masing-masing tugas harus diselesaikan.  
5) Prosedur-prosedur menggambarkan cara atau metode dengan mana 
pekerjaan akan diselesaikan. 
 The Liang Gie (2000:187) mengemukakan bahwa prosedur adalah 
suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan 
suatu pekerjaan yang membutuhkan suatu kebutuhan. Misalnya prosedur 
pembuatan surat pada suatu perusahan. Dalam kegiatan ini terdapat suatu 
rangkaian ketentuan-ketentuan mengenai cara menyusun konsep suratnya, 
cara mengetiknya pada kertas surat, atau cara menakliknya yang 
kesemuannya telah pasti. Rangkaian prosedur ini, pada akhirnya akan 
menjadi suatu sistem.  
 Tiap sistem yang belaku akan terdiri atas sejumlah prosedur. Suatu 
prosedur merupakan urutan pekerjaan atau kegiatan yang terencana dengan 
tujuan untuk menangani transaksi usaha yang berhubungan dengan cara 
seragam dan terpadu. Prosedur dikatakan sebagai pedoman sebab prosedur 
menguraikan cara yang tepat untuk menyelesaikan kegiatan secara urut-
urutan dari kegiatan tersebut secara kronologis. Prosedur tidak dapat 
berjalan sendiri melainkan dijalankan oleh orang-orang sebagai pelaksana 
prosedur. Tenaga manusia merupakan sumber terpenting yang harus 
dimiliki organisasi. Sebab tenaga manusia bersifat sebagai pelaksana dari 
semua langkah-langkah kebijaksanaan dan keputusan yang diambil dalam 
melaksanakan pekerjaan. 
 Menurut Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby (dalam 
Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005:2) definisi secara singkat 
mengenai pelayanan adalah  produk-produk yang tidak kasat mata (tidak 
dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan 
peralatan. Definisi yang lebih rinci mengenai pelayanan dikemukakan oleh 
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”Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang 
bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai 
akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau 
hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan 
yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan 
konsumen/pelanggan.” 
 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:571), pelayanan  
adalah perihal atau cara melayani, servis atau jasa, dan kemudahan yang 
diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa, misalnya 
pelayanan medis, yaitu pelayanan yang diterima seseorang dalam 
hubungannya pencegahan penyakit, diagnosis dan pengobatan kesehatan 
tertentu. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 81 Tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Umum Penyelanggaraan Pelayanan Publik mendefinisikan  
pelayanan umum sebagai segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh 
Instansi Pemerintah di  Pusat, di Daerah, dan di Lingkungan Badan Usaha 
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan 
atau  jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan  masyarakat  
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan (dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005:4-5). 
Instansi pemerintah merupakan sebutan kolektif meliputi satuan 
kerja/satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah 
Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, 
dan Instansi Pemerintah lainnya, baik Pusat maupun Daerah termasuk 
Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan 
Usaha Milik Daerah. Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit 
kerja pada instansi pemerintah yang secara langsung memberikan 
pelayanan kepada penerima pelayanan publik. Sedangkan pemberi 
pelayanan publik pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan 
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undangan, sedangkan penerima pelayanan publik adalah orang, 
masyarakat, instansi pemerintah, dan badan hukum. 
Menurut A.S Moenir (1995:26), pelayanan umum diartikan sebagai 
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan 
landasan faktor materiil melalui sistem, prosedur dan metode tertentu 
dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. 
Selanjutnya Moenir (1995:41-44) menjelaskan bahwa wujud pelayanan 
yang didambakan pengguna jasa adalah sebagai berikut : 
1) Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan 
yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala dibuat-buat. 
2) Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau 
untaian kata lain yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu 
baik dengan alasan untuk dinas atau alasan untuk kesejahteraan. 
3) Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan. 
4) Pelayanan yang jujur dan terus terang artinya apabila ada hambatan 
karena suatu masalah yang tidak dapat dielakan hendaknya 
diberitahukan. 
Hakikat pelayanan publik menurut Keputusan MENPAN No 63 
Tahun 2004 (dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005:19-20) adalah 
pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan 
perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. 
Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, 
penyelanggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai 
berikut : 
1) Transparansi : Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh 
semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 
mudah dimengerti. 
2) Akuntabilitas : Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 
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3) Kondisional : Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi 
dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi 
dan efektifitas. 
4) Partisipatif : Mendorong peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 
kebutuhan, dan harapan masyarakat. 
5) Kesamaan Hak : Tidak diskriminatif dalam arti tidak membeda-
bedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 
6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban : Pemberi dan penerima pelayanan 
publik harus memnuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:21-23) 
penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai 
berikut : 
1)    Kesederhanaa : Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, 
mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. 
2)    Kejelasan  : Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal 
persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, unit 
kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa 
dalam pelaksanaan pelayanan publik, dan rincian biaya pelayanan 
publik dan tata cara pembayaran. 
3)    Kepastian Waktu  : Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
4)    Akurasi  : Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, 
dan sah. 
5)   Keamanan  : Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa 
aman dan kepastian hukum. 
6)   Tanggung jawab : Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 
pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan 
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7)    Kelengkapan sarana dan prasarana : Tersedianya sarana dan 
prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang 
memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi san 
informatika (telematika). 
8)   Kemudahan akses  : Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan 
yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat 
memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. 
9)   Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan : Pemberi pelayanan 
harus bersikap disiplin, sopan santun, ramah, serta memberikan 
palayanan dengan ikhlas. 
10) Kenyamanan : Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, 
disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang 
indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung 
pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.  
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 
penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja 
yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib 
ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Dengan demikian 
Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:23-24) mengemukakan standar 
pelayanan yang ditetapkan hendaknya meliputi : 
1)    Prosedur Pelayanan : Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi 
pemberi dan penerima  pelayanan termasuk pengaduan. 
2)    Waktu Penyelesaian : Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak 
saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan 
termasuk pengaduan. 
3)    Biaya Pelayanan  : Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya 
yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. 
4)    Produk Pelayanan : Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai 
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5)    Sarana dan Prasarana : Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan 
yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 
6)   Kompetensi petugas pemberi pelayanan : Kompetensi petugas pemberi 
pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, 
keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.  
Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat 
ditetapkan standar baik dalam hal waktu yang diperlukan maupun 
hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, 
melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan supaya 
hasil akhir memuaskan pada pihak-pihak yang mendapatkan layanan. 
(A.S. Moenir, 1995:27) 
Pelayanan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan 
pelanggan melalui aktivitas fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia 
dan administratif yang diberikan oleh petugas pelayanan secara langsung 
yang bertujuan guna mencpai kepuasan pelanggan, sebab tujuan utama 
dari pelayanan adalah untuk menghasilkan nilai tambah bagi instansi. Dari 
beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan adalah 
serangkaian kegiatan yang bersifat tidak kasat mata dan melibatkan upaya 
manusia atau peralatan lain untuk membantu orang lain agar pekerjaan 
tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku serta dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. 
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga diperlukan upaya 
transparansi yang merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat 
terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan 
dan pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak 
yang membutuhkan informasi. Salah satu upaya transparansi dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang dikemukakan Ratminto dan Atik 
Septi Winarsih (2005:209-210) adalah prosedur pelayanan. Dijelaskan 
juga yang dimaksud dengan prosedur pelayanan adalah rangkaian proses 
atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan 
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dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. Dengan demikian dalam 
suatu unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun prosedur 
pelayanan sehingga masyarakat mengetahui tata cara atau tahapan proses 
kegiatan dalam bentuk Bagan Alir (Flow Chart) yang dipampang dalam 
ruangan pelayanan. 
Di Indonesia konsepsi pelayanan administrasi pemerintahan sering 
kali dipergunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari 
konsepsi pelayanan perijinan dan pelayanan umum, serta pelayanan 
publik. Keempat istilah tersebut dipakai sebagai terjemahan dari public 
service. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen-dokumen pemerintah 
sebagaimana dipakai oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. 
Administrasi pemerintahan memang disejajarkan yang dipakai secara silih 
berganti dan dipergunakan sebagai sinonim dari pelayanan perijinan, yang 
merupakan terjemahan dari administrative service. Menurut Ratminto dan 
Atik Septi Winarsih (2005:5) mengemukakan bahwa pelayanan 
administrasi pemerintahan atau pelayanan perijinan adalah segala bentuk 
jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan 
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di 
lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, 
baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun 
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pelayanan administrasi yang yang dimaksudkan dalam penelitian 
ini adalah pekerjaan ketatausahaan yakni pekerjaan yang berhubungan 
dengan surat-menyurat atau korespondensi, mengetik, pencatatan atau 
dokumentasi, pendaftaran atau registrasi, kearsipan dan sebagainya. 
 
2.  Pajak 
Pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia harus mengacu pada 
undang-undang. Hal tersebut sesuai denngan amanat Undang-Undang 
Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “segala pungutan pajak harus 
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bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke 
pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak 
mendapatkan kontraprestasi yang langsung.  
Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2000:4) keseluruhan 
peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk 
mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada 
masyarakat melalui kas negara termasuk dalam ruang lingkup hukum 
pajak. Mengingat pengaturan ini menyangkut hubungan hukum antara 
negara dengan orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban 
membayar pajak, maka hukum pajak merupakan bagian hukum publik 
dengan memperhatikan ekonomi dan keadaan masyarakat. Menurut P.J.A. 
Adriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (dalam Waluyo 
dan Wirawan B.Ilyas, 2000:2) :  
”Pajak  adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan ) yang 
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung 
dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara 
untuk menyelenggarakan pemerintahan.” 
Sedangkan menurut Rochmat Soemitro,S.H (dalam Waluyo dan 
Wirawan B.Ilyas, 2000:2) : 
“Pajak  adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” 
 
Lebih lanjut Waluyo dan Wirawan B.Ilyas menjelaskan bahwa 
unsur atau ciri-ciri yang melekat pada pajak meliputi 6 hal yaitu : 
1)   Pajak peralihan dari orang/badan ke pemerintah; 
2)   Pembayaran pajak berdasarkan Undang-undang; 
3)   Sifatnya dapat dipaksa; 
4) Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan  
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5) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); 
6) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
pemerintah(rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat 
umum. 
Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai 
dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Untuk itu, 
diharapkan masyarakat juga menjaga proyek yang ada untuk dipakai bagi 
kepentingan bersama. Berkaitan dengan itu sudah selayaknya apabila 
setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti 
dan pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam APBN 
yang dibuat oleh pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan yang 
menjadi pokok andalan, yaitu : 
1)  Penerimaan dari sektor pajak; 
2)  Penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi); 
3) Penerimaan dari sektor bukan pajak (bea cukai, retribusi, iuran, 
sumbangan, laba BUMN,dll). 
Dari tiga sumber penerimaan di atas, penerimaan dari sektor pajak 
ternyata merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Dari 
tahun ke tahun kita dapat melihat bahwa penerimaan pajak di Indonesia 
terus meningkat dan memberi andil yang besar dalam penerimaan negara. 
Penerimaan dari sektor  pajak selalu dikatakan sebagai primadona dalam 
membiayai pembangunan nasional. Sedangkan penerimaan dari migas 
yang dahulu menjadi andalan penerimaan negara sekarang ini sudah tidak 
bisa diharapkan sebagai sumber penerimaan keuangan negara yang terus-
menerus karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui (non renewable 
resources). Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2008:9-11) 
menjelaskan bahwa penerimaan migas pada suatu waktu akan habis, 
sedangkan dari pajak selalu dapat diperbaharui sesuai dengan 













































commit to user 
15 
 
Sebagai gambaran, di bawah ini disajikan perbandingan besarnya 
sumber penerimaan negara dari sektor pajak dan penerimaan dari sector 
migas dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir dari tahun 1989/1990 
sampai dengan 1999/2000 (Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, 
2008:11). 
Tabel 2.1 
Perbandingan Penerimaan Pajak Migas 
Tahun 1989/1990 s/d 1999/2000 
(dalam miliar rupiah) 
Tahun Volume APBN Pajak Migas Persentase Persentase 
1 2 3 4 3:2=5 4:2=6 
1989/1990 39.834,5 16.084,1 13.381,3 40,37 33,59 
1990/1991 50.574,5 22.010,9 17.740,0 43,52 35,07 
1991/1992 52.557,1 24.919,3 15.069,6 47,41 28,67 
1992/1993 59.960,5 30.091,5 15.330,8 50,18 25,56 
1993/1994 66.865,6 36.665,1 12.503,4 54,83 18,69 
1994/1995 76.225,8 44.442,1 13.537,4 58,28 17,75 
1995/1996 82.002,7 48.686,3 16.054,7 59,35 19,5 
1996/1997 99.530,4 57.339,9 20.137,1 57,61 20,23 
1997/1998 126.661,1 70.934,2 30.559,0 56,00 24,12 
1998/1999 207.711,6 102.299,0 41.3683 49,25 19,91 
1999/2000 219.603,8 94.739,7 20.965,6 43,14 9,54 
Sumber : Nota Keuangan APBN 1989/1990 sampai dengan 1999/2000 
Dep. Keuangan 
Dengan melihat tabel di atas, terlihat bahwa sumber penerimaan 
pajak menunjukkan penerimaan yang sangat besar atau dapat dikatakan 
hampir mencapai separuh dari volumen penerimaan APBN. Sekalipun 
demikian, bukan berarti sumber lainnya tidak terlalu penting, tetapi posisi 
pajak sangat penting sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Data di 
atas menunjukkan hahwa peran penerimaan pajak dalam mengisi kas 
APBN dalam rangka pembangunan nasional sangat penting dan strategis. 
Besarnya peranan pajak yang demikian perlu ditanamkan dalam diri setiap 
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dapat menjadi satu kebanggaan tersendiri karena telah memberikan 
kontribusinya dalam pembangunan.  
Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2000:3) ada 2 fungsi 
pajak, yaitu : 
1)  Fungsi Budgetair : Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk 
membiayai pengeluran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan 
pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan 
sebagai tabungan pemerintah untuk investasi negara. 
2)  Fungsi Regulerend (Mengatur) : Pajak sebagai alat untuk mengatur 
dan melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi. 
Misalnya, dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, 
sehingga konsumsi miras dapat ditekan serta barang mewah. 
Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, 
wewenang pemungut, dan sifatnya. Erly Suandy (2008:37) 
menggambarkan pembagian pajak sebagai berikut : 
  Pajak Langsung 
Menurut Golongan 
  Pajak Tidak Langsung 
  Pajak Pusat Negara 






 Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa menurut  golongan, jenis 
pajak dibagi menjadi dua, yaitu : 
1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri 
oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada 
pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak 
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dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak 
maupun tahun pajak. 
2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan 
kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah. Dalam hal ini, beban pajak dilimpahkan 
dari produsen/penjual ke pembeli/konsumen, karena pelimpahan ini 
searah dengan arus barang yaitu dari producen ke konsumen. 
Menurut wewenang pemungut, jenis pajak dibagi menjadi dua, 
yaitu : 
1) Pajak Pusat/Negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui 
Direktorat Jenderal Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah, dan Bea Materai. 
2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Derah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh Dinas Pendapat Daerah (Dipenda). Pajak Daerah terdiri 
dari : 
a. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), contoh : Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten.Kota), contoh : Pajak Hotel, 
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dll. 
Sedangkan menurut sifatnya, jenis pajak dapat dibagi menjadi dua, 
yaitu : 
1) Pajak Subyektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan 
Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan obyektif 
yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. 
Gaya pikul merupakan kemampuan Wajib Pajak memikul pajak setelah 
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2) Pajak Obyektif, adalah pajak yang berdasar pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
 
3.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan NPWP Orang Pribadi 
Menurut Herman Purnawan dan Eveline Angriani (2008:5), Nomor 
Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak 
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai 
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak 
dan kewajiban perpajakannya. Kebanggaan dalam memiliki kartu NPWP 
sebagai wujud peran kita semua dalam membayar pajak sebagai kunci 
kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional. Sehingga NPWP 
mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu :   
1)  Sebagai sarana administrasi perpajakan; 
2)  Sebagai identitas Wajib Pajak; 
3) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dan pengawasan 
administrasi perpajakan; 
4)  Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. 
Pentingnya kepemilikan fungsi NPWP berlaku untuk jenis-jenis 
WP. WP baru benar-benar bangga menjadi warga negara yang baik bila 
telah memiliki kartu NPWP yang mempunyai beberapa manfaat bagi 
Wajib Pajak yaitu :  
1) Guna memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya : 
menetapkan sendiri, menyetor, melapor, memungut dan lain 
sebagainya. 
2) Meminta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang befungsi sebagai 
sarana bagi WP untuk menghitung dan menetapkan sendiri pajaknya. 
(dalam Sophar Lumbantoruan, 1997:345)  
3) Untuk memperoleh pinjaman modal dari bank; 
4) Untuk memudahkan berhubungan dengan instansi yang mewajibkan 
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kantor PLN, kantor Telkom, dan sebagainya. (dalam Erly Suandy, 
2008:116) 
Menurut Erly Suandy (2008:111) dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang KUP disebutkan bahwa, “Setiap Wajib Pajak yang telah 
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada 
kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan 
Nomor Pokok Wajib Pajak”. Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi 
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri ke Kantor 
Pelayanan Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk 
mendapatkan NPWP. Menurut Mardiasmo (2008:24) yang dimaksud 
dengan persyaratan subjektif adalah persyaratan yang  sesuai dengan 
ketentuan mengenai subyek pajak dalam Undang-Undang PPh 1984 dan 
perubahannya. Sedangkan yang dimaksud dengan persyaratan objektif 
adalah persyaratan bagi subyek pajak yang menerima atau memperoleh 
penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh 1984 dan perubahannya.  
Wajib pajak yang berkedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak 
dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut 
Mardiasmo (2008:21), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, 
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Erly Suandy (2008:112) dalam 
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang KUP disebutkan bahwa, “Setiap Wajib 
Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib 
melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan 
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menjadi Pengusaha Kena Pajak”. Menurut Erly Suandy (2008:108) 
menjelaskan bahwa, Pengusaha adalah Orang Pribadi atau badan dalam 
bentuk apapun yang kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan 
barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha 
perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah 
pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah 
pabean. 
Erly Suandy (2008:112) menegaskan Wajib Pajak mempunyai 
kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. WP Orang 
Pribadi yang wajib mendaftarkan diri adalah : 
1) Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 
2) Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, 
yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan 
berikutnya; 
3) Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup 
terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis 
berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; 
4) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai 
tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, juga diwajibkan 
mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
kegiatan usaha dilakukan.   
Pemilikan NPWP bagi seseorang tentunya berkaitan erat dengan 
pengertian penghasilan, yaitu penghasilan dalam arti setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh dari Indonesia maupun dari 
luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 
kekayaan. Mardiasmo (2008:26-27) menjelaskan beberapa catatan khusus 
untuk : 
1) Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan neto lebih kecil dari 
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penghasilan hanya dari satu pemberi kerja tidak diwajibkan 
mendaftar; 
2) Wajib Pajak yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri apabila 
memerlukan NPWP dapat mendaftarkan diri dan kepadanya akan 
diberikan NPWP; 
3)  Setiap Wajib Pajak hanya mempunyai satu NPWP untuk semua jenis 
pajak; 
4)   Untuk perusahaan perseorangan, NPWP atas nama pemilik; 
5) Untuk badan (misalnya PT) yang baru berdiri sebaiknya tetap 
mempunyai NPWP karena apabila rugi dapat dikompensasi dengan 
tahun berikutnya. 
Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang No 
36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No 7 Tahun 1983 
Tentang Pajak Penghasilan yang menjelaskan bahwa pemerintah 
memberlakukan kewajiban pemotongan pajak penghasilan kepada setiap 
WP pribadi yang mempunyai penghasilan neto di atas PTKP yaitu sebesar 
Rp 1.320.000,00 per bulan. PTKP yang ditentukan besarnya adalah 
sebagai berikut : 
1) Rp. 15.840.000,00 per tahun untuk WP-OP. 
2) Rp. 1.320.000,00 per tahun tambahan untuk WP yang kawin. 
3) Rp. 15.840.000,00 per tahun tambahan untuk seorang istri yang 
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. 
4) Rp. 1.320.00,00 per tahun tambahan untuk setiap anggota keluarga 
sedarah dan keluarga semeninggal dalam garis keturunan lurus serta 
anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 
orang untuk setiap keluarga. 
Menurut Erly Suandy (2002:162) menjelaskan bahwa dalam 
pelaksanaan perpajakan Wajib Pajak dapat membayarkan pajaknya di 
Kantor Pos, Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Bank Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dan tempat lain yang ditentukan oleh 
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(PKP) yang tidak melapor sebagai PKP akan diberi Surat Tagihan Pajak 
ditambah sanksi denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Di 
samping itu, barang siapa dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau 
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP ataau pengukuhan 
PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan 
denda/denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang atau 
kurang bayar. 
 
B.   Metode Pengamatan 
1. Jenis Penelitian / Pengamatan 
Bentuk penelitian/pengamatan ini adalah penelitian deskriptif 
kualitatif. Pengamatan menggunakan metode deskriptif ini sebagai usaha 
untuk mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan. Pemakaian 
metode ini dengan alasan bahwa data dan keterangan yang dikumpulkan 
berupa kata-kata, gambar atau keterangan yang berwujud bukan angka. 
Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (1989:4), penelitian 
deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang berusaha menggambarkan 
keadaan atau fenomena sosial tertentu yang menggambarkan konsep dan 
menghimpun data tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. 
2.  Lokasi Pengamatan 
Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar. Alasan pemilihan lokasi ini karena merupakan tempat 
pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan penulis. Pada lokasi ini juga 
memungkinkan tersedia data-data yang dibutuhkan dalam pengamatan dan 
penulis mendapatkan ijin untuk melaksanakan penelitian. 
3.  Sumber Data  
   Untuk mendapatkan suatu laporan penelitian yang baik dan terarah 
maka diperlukan data yang lengkap dan relevan denagn persoalan yang 
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Suryabrata (2006:39) jenis-jenis data yang diperlukan dalam penulisan 
laporan yaitu : 
a. Sumber Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh 
peneliti dari sumber pertamanya. Dalam pengamatan ini sumber data 
primer berupa hasil pengamatan penulis dan wawancara dengan bagian 
pelayanan pada KPP Karanganayar . 
b. Sumber Data Sekunder  
Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk 
dokumen-dokumen. Sumber data sekunder dalam pengamatan ini 
berupa :  
1) Gambar Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak PRATAMA 
Karanganyar. 
2) Gambar alur prosedur pendaftaran NPWP Orang Pribadi di Kantor 
Pelayanan Pajak PRATAMA Karanganyar. 
3) Dokumen yang terkait dengan gambaran umum Kantor Pelayanan 
Pajak PRATAMA Karanganyar. 
4) Dokumen mengenai pendaftaran NPWP Orang Pribadi di Kantor 
Pelayanan Pajak PRATAMA Karanganyar. 
5) Modul Diklat Sistem Administrasi Modern Pelayanan Prima 
Direktorat Jenderal Pajak. 
6) Laporan Kuliah Kerja Manajerial Departemen Keuangan Republik 
Indonesia DJP Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II KPP Pratama 
Karanganyar. 
4. Teknik Pengambilan Sampling 
Teknik yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini 
adalah Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu (dalam Sugiyono, 2009:85). Dalam pengamatan ini, 
penulis memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk 
menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalah secara 
mendalam. Informan yang dipilih dapat menunjuk informan lain yang 
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kebutuhan dan kemantapan penulis dalam memperoleh data. Informan 
yang dipilih adalah pelaksana seksi pelayanan pada bagian administrasi  
dan pelayanan di KPP Pratama Karanganyar. 
5. Teknik Pengumpulan Data  
  Teknik pengumpulan data dalam pengamatan ini meliputi : 
a. Wawancara  
Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara 
secara langsung dengan responden untuk memperoleh data penunjang 
yang relevan. Wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman 
wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dengan 
pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam 
pengamatan ini, khususnya pada bagian pelayanan pendaftaran dan 
penghapusan NPWP.  
 b. Studi Pustaka (telaah dokumen) 
Melalui teknik ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara 
mengkaji data dari arsip, surat, dokumen perusahaan, dan buku-buku 
literature atau referensi lainnya. Dokumen yang digunakan yaitu : 
1) Gambar Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak PRATAMA 
Karanganyar. 
2) Gambar alur prosedur pendaftaran NPWP Orang Pribadi di Kantor 
Pelayanan Pajak PRATAMA Karanganyar. 
3) Dokumen yang terkait dengan gambaran umum Kantor Pelayanan 
Pajak PRATAMA Karanganyar. 
4) Dokumen mengenai pendaftaran NPWP Orang Pribadi di Kantor 
Pelayanan Pajak PRATAMA Karanganyar. 
5) Modul Diklat Sistem Administrasi Modern Pelayanan Prima 
Direktorat Jenderal Pajak. 
6) Laporan Kuliah Kerja Manajerial Departemen Keuangan Republik 
Indonesia DJP Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II KPP Pratama 
Karanganyar. 
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Analisa data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau 
memecahkan suatu permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang 
diperoleh kemudian diolah pokok permasalahan yang diajukan terhadap 
penelitian yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan teknik analisa data kualitatif interaktif. Dalam model 
interaktif ini komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan secara 
bersamaan dengan pengumpulan setelah data terkumpul. Tiga komponen 
tersebut akan berinteraksi untuk mendapatkan kesimpulan dan apabila 
kesimpulan yang didapat dirasa kurang maka perlu adanya verifikasi dan 
penelitian kembali dengan mengumpulkan data di lapangan. Menurut H.B. 
Sutopo (2002)  ketiga komponen tersebut adalah :  
  a.  Reduksi Data 
Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan 
abstraksi data dari fieldnote. Proses ini berlangsung terus sepanjang 
pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan 
pengumpulan data, artinya reduksi data sudah berlangsung sejak 
peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, 
melakukan pemilihan masalah, menyusun pertanyaan penelitian, dan 
juga waktu menentukan cara pengumpulan data yang akan digunakan.   
 b.  Penyajian Data  
Penyajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi 
yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Penyajian 
data ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan 
sistematis sehingga bila dibaca, akan bisa difahami berbagai hal yang 
terjadi dan memungkinkan peneliti untuk membuat sesuatu pada 
analisis atau pun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut.  
c.  Penarikan Kesimpulan / Verifikasi  
Dalam pengumpulan data, peneliti harus memahami arti 
berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, 
peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-
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proporsi. Kesimpulan yang perlu diverifikasi, dilakukan gerak 
pengulangan, penelusuran data kembali dengan cepat, sebagai akibat 
pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis 
dengan melihat kembali pada catatan hasil penelitian. Verifikasi juga 
dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih teliti. Misalnya 
dengan berdiskusi, atau saling memeriksa antar teman untuk 
mengembangkan apa yang disebut dengan konsensus antar subjektif. 
Verifikasi bahkan juga dapat dilakukan dengan usaha yang lebih luas 
yaitu dengan melakukan replikasi dalam satuan data yang lain. Pada 
dasarnya makna data harus dapat diuji validitasnya supaya kesimpulan 
penelitian menjadi lebih kokoh.  
Proses analisa interaksi dimulai pada waktu pengumpulan data 
penelitian. Penelitian selalu memuat reduksi data dan sajian data. 
Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya peneliti mulai melakukan 
usaha penarikan kesimpulan berdasarkan apa yang terdapat dalam 
reduksi data dan sajian data. Apabila data yang ada dalam reduksi dan 
sajian data kurang lengkap maka kita kembalikan ke tahap 
pengumpulan data. Jadi antara tahap satu dengan tahap yang lain harus 





























































A. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Karanganyar 
KPP Pratama Karanganyar merupakan pecahan dari KPP Surakarta. 
KPP Pratama Karanganyar berdiri sendiri seiring dengan program 
modernisasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada 
awal berdirinya, KPP Pratama Karanganyar berada di ex Kantor Pelayanan 
Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB) Surakarta satu  kantor dengan Kanwil 
DJP Jawa Tengah II, tetapi karena dirasa aktivitas pekerjaan mulai kurang 
nyaman maka semua kegiatan operasional dipindahkan ke ex Kantor 
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Surakarta. Awal bulan 
November 2007 aktivitas KPP Pratama Karanganyar mulai berjalan dengan 
lambat karena sarana dan prasarana gedung baru belum selesai. Pada akhir 
bulan Desember 2007 tanpa perencanaan yang matang KPP Pratama 
Karanganyar pindah dari ex Karikpa Surakarta ke Gedung Megaria Jalan 
Raya Palur karena terjadi banjir bandang sungai Bengawan Solo yang 
mengakibatkan semua dokumen hanyut terbawa banjir. Sejak kepindahannya 
ke kantor baru tersebut, sarana dan prasarana KPP Pratama Karanganyar 
masih belum lengkap. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya ruang untuk 
mesin-mesin computer yang memerlukan ruang khusus yang relatif dingin 
hingga pernah terjadi suatu kejadian mesin computer terbakar karena suhu 
yang terlalu panas dan AC belum terpasang. Sarana Sistem Informasi DJP 
masih belum bisa online sehingga masih menggunakan saran manual. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 
tanggal 31 Mei 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, diberitahukan bahwa kode wilayah KPP 
Pratama Karanganyar di NPWP yang sebelumnya 526 (KPP Surakarta) 
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B. Visi, Misi, Dan Wewenang Direktorat Jenderal Pajak 
DJP mempunyai visi menjadi institusi pemerintah yang 
menyelenggarakan system administrasi perpajakan modern yang efektif, 
efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesional yang 
tinggi. Misi DJP yaitu menghimpun penerimaan pajak dalam Negara 
berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan 
kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui 
system administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sedangkan sesuai 
dengan kedudukannya DJP mempunyai beberapa wewenang, yaitu sebagai 
berikut : 
1. Memberikan bukti penerimaan pendaftaran Wajib Pajak dan bukti 
penerimaan Laporan Usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena 
Pajak (PKP). 
2. Memberikan NPWP dan menerbitkannya secara jabatan. 
3. Menerbitkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan 
menerbitkan secara jabatan. 
4. Menerbitkan keputusan penghapusan NPWP dan NPPKP. 
5. Menerbitkan izin perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan 
PPh. 
6. Mengeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh. 
7. Mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian atau Pemeriksaan 
SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN.  
DJP juga telah merancang pembentukan kantor modern dengan 
tujuan-tujuan strategis yang disesuaikan dengan visi dan misi DJP dalam 
rangka mewujudkan good governance yang dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1.   Optimalisasi penerimaan pajak; 
2.   Peningkatan pelayanan; 
3. Menjamin kepercayaan publik dalam hal integritas dan kewajaran  
administrasi perpajakan; 
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5.   Meningkatkan produktivitas; 
6.   Optimalisasi pencegahan terhadap kecurangan pajak; 
7.   Meningkatkan motivasi, kompetensi dan keahlian pegawai. 
 
C. Budaya Perusahaan 
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, KPP Pratama 
berpedoman kepada nilai-nilai sebagai berikut : 
1. Integritas 
Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh 
kode etik dan prinsip-prinsip moral yang diterjemahkan dengan bertindak 
jujur, konsisten dan menepati janji.  
2. Profesionalisme 
Memiliki potensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan 
pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma 
profesi, etika dan sosial. 
3. Inovasi 
Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternatif 
pemecahan masalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan 
norma yang berlaku. 
4. Teamwork 
Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang atau pihak 
lain, serta membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan. 
 
D. Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja 
KPP Pratama Karanganyar berkedudukan di Jl. KH. Samanhudi 
Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar. Sedangkan wilayah kerja 
KPP Pratama Karanganyar meliputi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sragen 




















































Wilayah Kerja KPP Pratama Karanganyar 
 
No Kabupaten Sragen Kabupaten Karanganyar 
1 Kecamatan Kalijambe Kecamatan Jatipuro 
2 Kecamatan Plupuh Kecamatan Jatiyoso 
3 Kecamatan Masaran Kecamatan Jumapolo 
4 Kecamatan Kedawung Kecamatan Jumantono 
5 Kecamatan Sambirejo Kecamatan Matesih 
6 Kecamatan Gondang Kecamatan Tawangmangu 
7 Kecamatan Sambungmacan Kecamatan Ngargoyoso 
8 Kecamatan Ngrampal Kecamatan Karangpandan 
9 Kecamatan Karangmalang Kecamatan Karanganyar 
10 Kecamatan Sragen Kecamatan Tasikmadu 
11 Kecamatan Sidoharjo Kecamatan Jaten 
12 Kecamatan Tanon Kecamatan Colomadu 
13 Kecamatan Gemolong Kecamatan Gondangrejo 
14 Kecamatan Miri Kecamatan Kebakkramat 
15 Kecamatan Sumberlawang Kecamatan Mojogedang 
16 Kecamatan Mondokan Kecamatan Kerjo 
17 Kecamatan Sukodono Kecamatan Jenawi 
18 Kecamatan Gesi   
19 Kecamatan Tangen   
20 Kecamatan Jenar   
Sumber : Seksi Pelayanan, di KPP Pratama Karanganyar  
 
E. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi adalah suatu kerangka skematis yang 
menggambarkan hubungan kerja sama tugas atas hak, kewajiban, dan 
tanggung jawab antara berbagai individu seluruh karyawan untuk mencapai 
tujuan perusahaan melalui kerja sama secara harmonis. Untuk menetapkan 
struktur organisasi yang tepat agar perusahaan dapat berjalan lancer, efektif, 
dan efisien tidaklah mudah. Maka dalam menetapkan struktur organisasi 
harus dipertimbangkan dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan dan 
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Struktur organisasi di KPP Pratama Karanganyar terdiri dari Kepala 
Kantor, Bendaharawan, Subbag Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan 
Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Penagihan, Seksi 
Pemeriksaan, Seksi Waskon I, Seksi Waskon II, Seksi Waskon III, Kantor 
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) wilayah Sragen, 
dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa. Total jumlah pegawai per 1 
Juli 2008 adalah 92 orang dengan rincian 1 orang Kepala Kantor (eselon III), 
8 Kepala Seksi (eselon IV), 1 orang Kepala KP2KP Sragen, 22 Account 
Representative, 3 orang Pemeriksa, 2 orang Jurusita Pajak dan 55 orang 
Pelaksana. Dari 55 orang pelaksana tersebut 13 orang di Subbag Umum, 10 
orang di Seksi Pelayanan, 9 orang di Seksi PDI, 4 orang di Seksi Penagihan 
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  Tugas Masing-masing Seksi 
1. Kepala Kantor 
a. Menyusun rencana kerja KPP Pratama Karanganyar; 
b. Mengajukan usulan penerimaan PBB pertahun anggaran; 
c. Menyelenggarakan koordinasi, evaluasi pengendalian pelaksanaan 
urusan tata usaha, kepegawaian, laporan keuangan rumah tangga, dan 
perlengkapan. 
2. Sub Bagian Umum 
a. Kepegawaian  
1) Menerbitkan Surat Kenaikan Gaji Berkala; 
2) Membuat usulan Kenaikan Pangkat; 
3) Menerbitkan Surat Izin Cuti; 
4) Mengirim pegawai yang menerima panggilan untuk mengikuti 
diklat; 
5) Melaksanakan administrasi perekaman seperti perekaman Surat 
Kenaikan Gaji Berkala; 
6) Menyusun dan melaporkan laporan-laporan kepegawaian. 
b. Keuangan  
1) Membagikan gaji dan uang makan kepada pegawai KPP Pratama 
Karanganyar; 
2) Menyusun dan melaporkan laporan-laporan yang menjadi tanggung 
jawab bagian keuangan seperti laporan realisasi kegiatan belanja 
modal; 
3) Menyusun daftar permintaan lembur bagi pegawai yang lembur. 
c. Rumah Tangga 
1) Melakukan inventarisasi (pemisahan) barang-barang inventaris milik 
KPP Pratama Karanganyar sehubungan dengan pemecahan kantor ex 
KPP Pratama Surakarta; 
2) Membuat buku inventaris; 













































commit to user 
33 
 
4) Menyusun dan melaporkan laporan-laporan yang menjadi tanggung 
jawab bagian rumah tangga; 
5) Melakukan perekaman inventaris barang milik Negara. 
3. Seksi Pelayanan 
a. Menerbitkan kartu NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan 
NPWP dan pencabutan PKP; 
b. Menatausahakan surat, dokumen, dan laporan Wajib Pajak pada Tempat 
Pelayanan Terpadu (TPT); 
c.  Merubah identitas Wajib Pajak; 
d. Memproses pemindahan Wajib Pajak dan PKP di KPP lama dan KPP 
baru; 
e.  Menerima dan mengolah SPT Tahunan PPh dan Masa; 
f. Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan 
PPh; 
g.  Menerbitkan Surat Teguran untuk SPT Masa PPN dan Tahunan PPh; 
h.  Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP); 
i. Memberikan jawaban permintaan konfirmasi dan klarifikasi data dari 
KPP lain;  
j. Penyisihan anak berkas Wajib Pajak yang masa/tahun pajaknya lebih 
dari 10 tahun (kadaluwarsa). 
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
a.  Melakukan perekaman Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP); 
b.  Membantu instalasi aplikasi e-NPWP di Seksi Ekstensifikasi; 
c. Melakukan pendaftaran Wajib Pajak secara manual dan pencetakan 
kartu NPWP; 
d. Mensosialisasi aplikasi SIDJP; 
e. Memperbarui data user untuk aplikasi SIDJP sesuai dengan 
kewenangan dan kebutuhan masing-masing pegawai, serta melakukan 
up date kepada masing-masing user SIDJP; 
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g. Menyiapkan data-data informasi perpajakan untuk keperluan penyajian 
data; 
h. Membantu seksi lain jika mengalami kesulitan atau kerusakan pada 
komputer; 
i. Memberikan aplikasi e-SPT PPN versi terbaru kepada Wajib Pajak dan 
membantu proses pelaporan jika megalami kesulitan; 
j. Membuat laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan 
BPHTB; 
5. Seksi Penagihan 
a. Jurusita Pajak 
1) Membuat Surat Teguran dan Surat Paksa; 
2) Menerbitkan Surat Sita; 
3) Membuat laporan pelaksanaan Surat Paksa; 
4) Membuat Berita Acara pelaksanaan Sita; 
5) Melaksanakan lelang. 
b. Pelaksana Seksi Penagihan selain Jurusita Pajak 
1) Menerima dan menatausahakan Daftar Pengantar STP/SKP/PBK dan 
SSP lembar 3 dari Seksi Pelayanan dan kemudian merekamnya; 
2) Menatausahakan Surat Masuk dan Surat Keluar; 
3) Melakukan konfirmasi data tunggakan pajak; 
4) Mencetak Surat Teguran; 
5) Melakukan validasi tunggakan awal Wajib Pajak; 
6) Menatausahakan kartu Pengawasan Tunggakan Pajak dan STP/SKP 
Ketetapan Wajib Pajak; 
7) Mengarsipkan berkas tunggakan Wajib Pajak; 
8) Membuat laporan bulanan, triwulan, laporan usulan penghapusan 
dan laporan perkembangan tunggakan pajak. 
6. Seksi Pemeriksaan 
a.  Menyusun rencana kerja; 
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c. Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) dan 
mendistribusikan ke seksi fungsional; 
d. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaansesuai 
dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; 
e. Melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan; 
f. Memproses permohonan  Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPT LB) 
Wajib Pajak patuh; 
g. Melakukan administrasi pemeriksaan pajak lainnya seperti 
menatausahakan surat masuk dan surat keluar dan member tanggapan 
atas surat masuk; 
h. Menyusun laporan atau surat tanggapan atas permasalahan yang 
berkaitan dengan seksi pemeriksaan. 
7. Seksi Ekstensifikasi 
a. Menyampaikan usulan Surat Keputusan Klarifikasi dan besarnya Nilai 
Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar penetapan PBB ke Kanwil DJP 
Jateng II; 
b. Membuat laporan data potensi wilayah KPP Pratama Karanganyar; 
c. Menyelesaikan laporan NJOP PBB; 
d.  Membuat laporan pembentukan basis data; 
e. Menyelesaikan pemberian NPWP Objek Pajak melalui pemberi kerja 
atau bendaharawan pemerintah. 
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) 
a. Membuat profil Wajib Pajak; 
b. Membuat profil Wajib Pajak Jasa Konstruksi; 
c. Membuat profil Wajib Pajak Real Estate; 
d. Menyelesaikan permohonan peninkauan kembali terhadap Wajib Pajak; 
e. Menjawab surat Wajib Pajak; 
f. Membuat Surat Himbauan. 
9. Seksi Fungsional 
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b. Menyampaikan pemeriksaan SPPP dengan diterbitkannya laporan 
pemeriksaan pajak. 
10. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 
KP2KP adalah instansi vertical Dirjen Pajak yang berada di 
bawah dan bertanggun jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama. KP2KP mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, 
penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta 
membantu KPP Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada 
masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut KP2KP 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
a. Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultasi 
perpajakan kepada masyarakat. 
b. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 
c. Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak. 
d. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam 
rangka membantu KPP Pratama. 
e. Pelaksanaan administrasi kantor. 
 
F.  Standard Operating Procedures (SOP) KPP Modern 
Standar Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal Pajak 
disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 
tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operating (Standard 
Opeerating  Procedures) di lingkungan Departemen Keuangan juncto SE-
50/MK.1/2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Estándar Prosedur Operasi 
(Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan. 
Standard Operating Procedures (SOP) merupakan serangkaian 
instruksi tertulis yang didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang 
yang dilakukan oleh suatu organisasi. Ada beberapa alasan yang mendasari 
penyusunan SOP, yaitu sebagai berikut : 
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2. Untuk menjamin bahwa pekerjaan dilakukan dengan konsisten demi 
menjaga kualitas pekerjaan tersebut. 
3. Untuk menjamin pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan. 
4. Untuk meyakinkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 
5. Sebagai media bagi para pemimpin organisasi mengawasi pekerjaan yang 
sedang dilakukan. 
6. Sebagai alat bagi para auditor untuk menilai kinerja para pegawai dalam 
melaksanakan pekerjaannya. 
Pembuatan SOP dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor KEP-71/PJ/2007 tentang Perubahan Tim Reformasi 
Birokrasi Unit Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2007. Pembuatan 
SOP dilaksanakan oleh Subtim Penyusunan SOP yang diketuai oleh Direktur 
Transformasi Proses Bisnis. Keseluruhan SOP DJP telah disusun oleh Subtim 
SOP sebanyak 1.948 dengan rincian sebagai berikut : 
 
Tabel 3.2 
Standard Operating Procedures di KPP Pratama Karanganyar 
 
Unit Jumlah SOP 
Kantor Pusat 671 
Unit Vertikal Modern 397 





Sumber : Sub Bagian Umum 
* SOP Document Processing Center berhubung unit tersebut masih dalam 
proses pembentukan sehingga belum dilakukan review. 
Kegunaan SOP adalah sebagai berikut : 
1. Mendorong terjadinya internalisasi dan pemahaman proses pekerjaan pada 
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2. Memperoleh masukan sebanyak-banyaknya tentang proses pekerjaan yang 
terjadi pada masing-masing unit; 
3. Mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas proses pekerjaan; 
4. Mendorong timbulnya partisipasi aktif dan ownership seluruh pegawai 
terhadap DJP. 
Pelayanan prima di KPP Modern ditempatkan secara strategis sebagai 
pengangkat citra dan kehormatan DJP. Fungsi pelayanan dalam sebuah KPP 
Modern ditempatkan sebagai ujung tombak tercapainya tujuan organisasi. 
Pelayanan prima dimaksudkan bukan hanya sekedar sebagai pemberian 
pelayanan sesuai standar, tetapi lebih dari itu, pelayanan prima adalah 
pemberian pelayanan yang hasilnya, penerima pelayanan merasa puas karena 
apa yang diterima berada di atas harapan yang diinginkan. Berdasarkan Surat 
Edaran Direktur Jenderal Pajak tanggal 14 Aguatus 2007 tentang SOP 
Layanan Unggulan Direktur Jenderl Pajak. 
 
Tabel 3.3 




1 (satu) hari kerja 
sejak permohonan 
diterima lengkap 
Memberikan pelayanan terbaik 





3 (tiga) hari kerja 
sejak permohonan 
diterima lengkap  
Memberikan kemudahan bagi 






 2 sampai 12 bulan 
tergantung pada 
kegiatan yang 




Memberikan jaminan bahwa 
pembayaran pajak tidak akan lebih 
dari jumlah yang seharusnya 











Mewujudkan hak WP untuk 
memperoleh kepastian waktu 






















































bulan sejak tanggal 
permohonan 
diterima lengkap 
Menjamin hak WP untuk 
memperoleh perlindungan terhadap 




Prinsip PPh Ps 22 
Impor 




Sumber : www.pajak.go.id 
 
G.   Aspek Keuangan KPP Pratama 
Penerimaan pajak yang masuk ke KPP Pratama Karanganyar, dimulai 
pada akhir tahun 2007 dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya KPP 
Pratama Karanganyar tergabung dengan KPP Surakarta. Setelah pemisahan, 
KPP Pratama Karanganyar menaungi 2 wilayah kabupaten yaitu kabupaten 
Karanganyar dan kabupaten Sragen. Sumber penerimaan pajak di KPP 
Pratama berasal dari beberapa jenis pajak, yaitu : 
1.  Pajak Penghasilan Non Migas 
2.  Pajak Pengasilan Migas 
3.  PPN/PPnBM 
4.  PBB dan BPHTB 
5.  Pajak lainnya. 
Dalam pemungutan pajaknya, KPP Pratama menerapkan self 
assessment system yaitu suatu system pemungutan pajak yang member 
wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 
menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. 
Ciri-ciri self assessment adalah :  
1.  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib  
Pajak; 
2. Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang; 
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Untuk jenis pajak PBB dan BPHTB, KPP Pratama menggunakan 
official assessment system yaitu system pemungut pajak yang memberikan 
wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 
yang harus dibayar seseorang. 
Ciri-ciri official assessment adalah : 
1.   Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus; 
2.   Wajib Pajak bersifat pasif; 
3.   Utang pajak timbul setelah dileluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 
 
H.   Pelayanan di KPP Pratama 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjukkan kesungguhannya 
dalam mewujudkan praktik-praktik Good Governance, hal ini dapat kita lohat 
dengan upaya-upaya yang telah dilakukan di lingkungan DJP, yaitu sebagai 
berikut : 
1. Penerapan system manajemen kasus dan system alur kerja sebagai sisitem 
pengawasan yang melekat pada tugas-tugas pelayanan. Penerapan system 
tersebut akan mendorong proses pekerjaan menjadi lebih lancer dan tepat 
waktu; 
2. Penerapan kode etik pegawai DJP  yang menjadi standar perilaku pegawai 
yang secara jelas mengatur kewajiban dan larangan bagi pegawai serta 
sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut; 
3. Membentuk komite kode etik yang berkedudukan di luar struktur DJP dan  
bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan; 
4. Bekerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional mengembangkan 
Custom and Tax Ombudsman Desk untuk memantau pelanggaran kode 
etik dan untuk menangani pengaduan masyarakat; 
5. Mengembangkan konsolidasi intern yang dapat mendukung melalui 
penyelenggaraan pelatihan, pemberian penghargaan dan hukuman bagi 
para pegawai; 
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Dalam memberikan pelayanan, KPP modern mengacu pada prinsip-
prinsip pelayanan publik yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tanggal 10 
Juli 2003, yang mencakup : kesederhanaan, kejelasan, kepastian, akurat, 
keselamatan, bertanggung jawab, fasilitas lengkap yang dapat diakses, 
petugas yang menyenangkan, dan tempat menyenangkan. 
Agar pelayanan tersebut dapat mencapai sasaran yang diinginkan 
maka perlu memperhatikan pada sarana dan prasarana serta faktor pendukung 
pelayanan, yang meliputi : 
1.  Tempat Pelayanan Terpadu 
Merupakan sarana dalam rangka melayani Wajib Pajak seperti 
memberikan bantuan kepada Wajib Pajak antara lain pendaftaran NPWP, 
pelaporan SPT, menjawab pertanyan Wajib Pajak tentang ketentuan 
perpajakan atau meneruskannya kepada AR bila masalahnya lebih 
komplek. Selain itu petugas TPT juga dapat menghimbau WP untuk 
mendukung administrasi modern dengan pelaporan elektronik (e-SPT). 
Untuk itu, di TPT  menyediakan sumber informasi dengan computer layar 
sentuh, Help Desk, brosur, loader e-SPT, system penomoran elektronik 
yang mengatur antrian WP, dan jumlah counter yang lebih banyak pada 
periode puncak pelaporan. Untuk memberikan kepastian pelayanan, di 
TPT perlu juga dipasang papan standar pelayanan yang berisi batas waktu 
penyelesaian dan syarat kelengkapan suatu permohonan. Jenis pelayanan 
yang ada di TPT sebagai berikut : 
a. Memberikan informasi perpajakan; 
b. Memberikan surat-surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat lainnya 
c. Menerima pelaporan dan surat penundaan Surat Pemberitahuan (SPT) 
Tahunan PPh; 
d. Menerima SPT Masa PPh dan PPN; 
e. Menerbitkan kartu NPWP/NPPKP; 
f. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak 
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g. Pelayanan lainnya. 
2.  System Pembayaran Secara On-Line 
Merupakan suatu fasilitas pembayaran yang dapat dilakukan pada 
Bank Persepsi yang ditunjuk dengan tujuan untuk memberikan kemudahan 
dan meningkatkan pelayanan bagi WP dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya. 
3.  e-SPT dan e-filing 
Merupakan suatu system pelaporan elektronik untuk membantu 
WP dalam pelaporan SPT dan bertujuan untuk mengurangkan kesalahan 
dalam meng-input data. 
4.  Account Representative 
Mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan yang lebih baik 
dan informasi yang lebih detil atas topic khusus kepada WP. 
5.  Bimbingan dan Penyuluhan 
Dilakukan secara elektronik (menerima pertanyaan Wajib Pajak 
melalui e-mail, mengembangkan website) dan mengadakan pertemuan 
langsung dengan Wajib Pajak. 
6.  Poster dan Pamphhlet 
Untuk memberikan informasi yang seimbang akan hak dan 
kewajiban kepada Wajib Pajak, maka dapat dilakukan dengan 
menempatkan poster dan pamphlet yang memuat tatacara/prosedur 
pelaporan, hak-hak WP, kode etik, dan prosedur pengaduan. Pamphlet  
yang disajikan dengan menggunakan bahasa dan ilustrasi yang baik akan 
sangat menolong WP dalam melaksanakan kewajibannya. 
7.  Pusat Pengaduan  
Telah disediakan oleh DJP khususnya di KP DJP untuk 
mendapatkan informasi/keluhan/masukan terkini dari stakeholder-nya, 
yaitu dengan memberikan nomor telepon, alamat e-mail, alamat website, 
sambungan bebas pulsa, dan sms. Semua ini dilakukan untuk 
meningkatkan pelayanan kepada stakeholder KPP. System pengaduan ini 
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A. Prosedur Pelayanan Administrasi Pendaftaran NPWP Orang Pribadi 
Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permintaan 
pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pendaftaran NPWP merupakan 
permintaan untuk menjadi Wajib Pajak sebagai identitas dalam melaksanakan hak 
dan kewajiban perpajakan. Dalam pelayanan pendaftaran NPWP orang pribadi di 
KPP Pratama Karanganyar dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara manual dan 
online (e-Registration). Hal ini seperti yang dijelaskan oleh staff bagian pelaksana 
seksi pelayanan : 
“Dalam hal prosedur pendaftaran NPWP-OP ada dua cara yang dilakukan, 
yaitu pendaftaran secara manual dan online (e-registration).” ( hasil 
wawancara tanggal, 10 Februari 2010 ) 
 
1. Pendaftaran Secara Manual 
Sistem pendaftaran manual dilakukan Wajib Pajak datang langsung 
untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui 
Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP. Proses 
pendaftaran NPWP di KPP secara manual melalui beberapa tahap sebagai 
berikut : 
a. Wajib Pajak tiba dan menuju ke loket pendaftaran. 
b. Wajib Pajak mengambil nomor antrian. 
c. Wajib Pajak mengambil dan mengisi formulir pendaftaran NPWP-OP 
yang telah disediakan oleh petugas. 
d. Wajib Pajak menunggu giliran dipanggil dan mengumpulkan persyaratan 
administrasi kepada petugas. 
e. Petugas akan meneliti kelengkapan administrasi. 
f. Petugas akan memroses data Wajib Pajak dan mencetak dokumen. 
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h. Jangka waktu penyelesaian pemberian NPWP selama satu jam atau paling 
lama satu hari sejak berkas diterima lengkap.  
Pendaftaran NPWPOP dapat dilakukan dengan mudah dan sederhana. 
Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh bagian pelayanan yang menyatakan :  
 ”Dalam hal pendaftaran NPWP Orang Pribadi sangat mudah dan 
sederhana, Wajib Pajak datang cukup membawa fotokopi KTP dan 
mengisi formulir, kemudian petugas akan memroses atau merekam 
data tersebut. Lalu petugas bertanya mau ditunggu atau diambil besuk, 
biasanya Wajib Pajak banyak yang minta diambil besuk karena 
mereka tidak mau terlalu lama menunggu, perlu diketahui bahwa 
pendaftaran NPWP ini gratis.” ( hasil wawancara tanggal,  10 Februari 
2010) 
    
Namun demikian, terkadang masih ada Wajib Pajak yang mengalami 
kebingungan terkait pendaftaran NPWP. Hal-hal yang sering ditanyakan 
Wajib Pajak kepada petugas pajak seputar pendaftaran NPWP-OP adalah 
syarat-syarat yang harus dipenuhi, jangka waktu yang diperlukan dalam 
pemberian NPWP, atau lama waktu penerimaan kartu NPWP. Pertanyaan dari 
WP juga meliputi persyaratan yang harus dilengkapi apabila pengambilan 
kartu NPWP dilakukan setelah satu hari pendaftaran. Untuk meminimalisir 
kebingungan Wajib Pajak dari pihak KPP Pratama Karanganyar 
menempatkan petugas Satuan Pengamanan (Satpam) dan seorang petugas lain 
yang ada di bagian pintu masuk untuk membantu memberikan informasi dan 
mengarahkan Wajib Pajak dalam hal pendaftaran. Hal ini seperti yang telah 
diungkapkan oleh staff bagian pelayanan yang mengatakan : 
 ”Sebenarnya dari pihak KPP Pusat, KPP Wilayah, dan KPP Pratama 
sudah mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang NPWP dan 
lainnya lewat media elektronik maupun media cetak, tapi masih ada 
saja yang belum mengerti syarat-syarat apa saja yang dikumpulkan.” ( 
hasil wawancara tanggal, 10 Februari 2010) 
 
Berdasarkan sistem self assessment yaitu Wajib Pajak diberi 
kepercayaan sepenuhnya untuk mendaftrakan diri, menghitung, membayar 
dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan dalam rangka pengawasan 
kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Syarat-syarat pendaftaran 
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yang diminta di Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak 
terdekat yang terdiri dari : 
Dengan melampirkan kelengkapan dokumen : 
1) Untuk WP Orang Pribadi Non Usahawan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk 
(KTP)/Kartu Keluarga (KK)/SIM bagi penduduk Indonesia atau fotokopi 
paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang 
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing. 
2) Untuk WP Orang Pribadi Usahawan : 
a. Fotokopi KTP/KK/SIM bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor 
ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang 
minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing 
b. Fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha yang 
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa. 
Hal ini seperti yang diutarakan oleh staff bagian pelayanan : 
“ Dalam pendaftaran NPWP bagi WP-OP non usahawan melampirkan 
fotokopi KTP/Paspor, bagi WP-OP usahawan fotokopi KTP/Paspor 
dan Surat Ijin Usaha (SIU).” ( hasil wawancara tanggal, 10 Februari 
2010 ) 
 
Petunjuk atau tata cara kepada Wajib Pajak dalam hal pengisian 
formulir permohonan pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak adalah 
sebagai berikut : 
1. Identitas Umum 
  a. Titel : diisi hanya untuk orang pribadi. Diisi gelar akademis, profesi, 
adat, keagamaan. Contoh : Dr., PhD., Akt., RM., Hj. 
  b. Nama Wajib Pajak 
i. Untuk WP Orang Pribadi diisi nama terang secara lengkap tidak 
disingkat. Contoh : MUHAMMAD ABDUL SYUKUR 
ii. Untuk WP Badan diisi nama badan tanpa mencantumkan bentuk 
hukumnya. Contoh : BRINTISH AMERICAN TOBACCO 
INDONESIA 
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BENDAHARAWAN RUTIN KANTOR PUSAT DIREKTORAT 
JENDRAL PAJAK 
  c. Nama Wajib Pajak : Diisi hanya untuk orang pribadi. Cukup jelas. 
  d. Alamat tempat kedudukan /tinggal 
    - Jalan 
      Contoh : - COMP.  KEUANGAN  JL. SAKTI V NO. 13 
        - WISMA BCA LT.3 JL. JEND.SUDIRMAN KAV. 12 
    - RT/RW : Cukup jelas. 
    - Kelurahan/Kecamatan  : Cukup jelas. 
    - Kota/Kabupaten  : Cukup jelas. 
    - Kode Pos  : Cukup jelas. 
  e. Usaha/Pekerjaan Bebas 
    - Status Usaha : pilih salah satu. Khusus untuk pilihan 5 bila tempat 
usaha berbeda kantor pelayanan pajak dengan domisili atau berbeda 
DATI II.  
    - Jenis Usaha/Pekerjaan Bebas : diisi uraian kegiatan usaha yang 
dominan. 
  f. Kewajiban Pajak. Cukup Jelas. 
2. Korespondensi 
  g. Alamat : cara pengisian sama dengan butir  d. 
  h. Telepon/Faksimile dan E-mail. Cukup jelas. 
3. Wajib Pajak Orang Pribadi  
  i. Tempat/Tanggal Lahir. Cukup jelas.   
  j. Nomor KTP/Paspor : diisi Nomor  KTP bagi penduduk Indonesia atau 
diisi Nomor  Paspor bagi orang asing. 
  k. Kebangsaan : hanya untuk orang asing, diisi kewarganegarannya. 
Merk Dagang/Usaha : diisi nama usaha. Contoh: TOKO BINTANG, 
JAMU CAP JAGO 
4. Wajib Pajak Badan  
  l. Bentuk Hukum : diisi sesuai dengan akte pendirian/perubahan. 
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Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh petugas di bagian pelayanan : 
“ Saat mengisi formulir pendaftaran NPWP, Wajib Pajak harus 
mengisi formulir dengan lengkap dan jelas supaya data yang kami 
peroleh benar-benar valid yang sesuai dengan KTP.” ( hasil 
wawancara tanggal, 10 Februari 2010 ) 
 
2. Pendaftaran Secara Online 
Secara online, pendaftaran NPWP-OP disebut juga cara E-
Registration. E registration adalah sistem aplikasi sebagai bagian dari sistem 
  n. Akte Pendirian dan/perubahan terakhir. Cukup jelas. 
  o. Akhir Tahun Buku : diisi tanggal dan bulan pembukuan. 
  p. Identitas Pimpinan Penanggung Jawab : diisi salah satu penangung 
jawab perusahaan atau badan. 
5. Wajib Pajak Pemungut 
  q. Instalasi/Proyek 
    - Nama, contoh : KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDRAL 
PAJAK 
    - Alamat Instansi/Proyek, cara pengisian sama dengan butir d. 
  r. Identitas Pemungut/Bendaharawan 
    - Nama, contoh : DRS. ANGKASA WIBAWA 
    - No. KTP, cara pengisihan sama dengan butir  j. 
    - Alamat tempat-tinggal, cara pengisian sama dengan butir d. 
  s. No. surat penunjukan. Cukup jelas. 
6. Permohonan Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak 
(PKP) 
  t. Mengajukan permohonan untuk dikukukan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak. Cukup jelas. 
  u. Menentukan kegiatan usaha yang melaporkan SPT masa PPN. Apabila 
pilihan "YA" yang artinya Wajib Pajak mempunyai lebih dari satu 
tempat kegiatan usaha dalam wilayah dalam satu KPP, maka diisi 
NPWP dan alamat salah satu tempat kegiatan usaha yang dipilih untuk 
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informasi perpajakan yang berbasis perangkat keras dan perangkat lunak, 
yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data untuk mengelola proses 
pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau Pengukuhan dan 
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang terhubung secara online 
dengan Dirjen Pajak (www.pajak.go.id). Pendaftaran online atau E-
Registration dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan 2 (dua) cara, yaitu : 
1) Melalui Pojok Pajak/Mobil Pajak Keliling 
Mobil pajak keliling tersebut terdiri dari 13 unit dengan rincian 
sebagai berikut : 1 unit Kanwil, 9 unit KPP Pratama dan 3 unit KP2KP, 
masing-masing unit bergerak 2x dalam sebulan. Menurut Kasi Pelayanan 
yang mengatakan : 
“ Dari pihak KPP melakukan sosialisasi langsung dengan WP dan 
masyarakat dengan menggunakan mobil pajak keliling, seperti 
mendatangi pusat-pusat perbelanjaan, senam pagi, dan lain-lain.” ( 
hasil wawancara tanggal, 10 Februari 2010 ) 
 
2) Melalui internet 
Pendaftaran WP secara online melalui internet dapat dilakukan oleh 
WP yang tidak bisa datang langsung ke KPP. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan staff bagian pelayanan : 
 “ Pendaftaran NPWP bisa dilakukan secara online. Hal ini 
biasanya dilakukan oleh WP yang tidak sempat datang ke KPP 
karena sibuk bekerja atau jauh dari rumah.” ( hasil wawancara 
tanggal, 12 Februari 2010 ) 
 
Tata cara pendaftaran NPWP yang dilakukan WP dengan sistem 
online  adalah sebagai berikut : 
(1)  Membuka situs DJP dengan alamat http://www.pajak.go.id, akan muncul 
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(3) Klik e-registration, akan muncul tampilan seperti di bawah ini :  
 
(4)  Membuat Account baru pada sistem e-Registration, klik Buat, akan 
muncul tampilan seperti di bawah ini : 
 
(5)  Login ke sistem e-Registration dengan mengisi username dan password 

















































(6)  Memilih jenis Wajib Pajak yang sesuai (OP,Badan atau Bendaharawan), 
klik Lanjut,  berikut tampilannya : 
  
Keterangan : mengisi nama, alamat, TTL, pekerjaan (spesifik), no KTP 
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(7)  Mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar dan kemudian 
klik tombol “daftar” jika telah selesai diisi dengan benar dan lengkap, 
berikut tampilannya : 
 
(8)  Mencetak formulir registrasi yang sudah diisi secara lengkap dan Surat 
Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS).      
Berdasarkan permohonan pendaftaran, sistem online akan 
memberikan formulir registrasi Wajib Pajak yang berisi Nomor Aplikasi, No 
NPWP dan identitas lainnya, serta SKTS yang antara lain mencantumkan 
nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. 
SKTS hanya berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. 
Kemudian WP menyampaikan formulir registrasi dan SKTS yang sudah 
ditandatangani beserta persyaratannya secara langsung atau melalui pos 
secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling 
lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Hal ini seperti yang 
diutarakan oleh petugas pelaksana seksi pelayanan : 
“ Dalam hal pendaftaran NPWP-OP secara online, di web tersebut 
sudah ada petunjuk/tata caranya. Setelah melakukan pendaftaran 
NPWP-OP, WP mencetak formulir registrasi WP dan SKTS. 
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beserta persyaratannya atau bisa juga dikirim lewat pos.” ( hasil 
wawancara tanggal, 12 Februari 2010 )  
 
Apabila berkas tersebut beserta persyaratannya belum diterima oleh 
KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, 
maka proses pendaftaran akan dibatalkan secara sistem. Bila Wajib Pajak 
mengajukan permohonan secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak 
seharusnya terdaftar dengan membawa persyaratan lengkap, Kantor 
Pelayanan Pajak menerbitkan kartu NPWP dan SKT paling lama 1 (satu) hari 
kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Hal tersebut seperti yang 
diungkapkan petugas bagian pelayanan : 
“ Jika dokumen yang telah ditandatangani dikirim lewat pos dan 
dalam 30 hari belum diterima oleh pihak KPP, maka proses 
pendaftaran akan dibatalkan. Jika WP menyampaikan dokumen 
tersebut beserta persyaratannya ke KPP akan diterbitkan kartu NPWP 
selama 1 hari.” ( wawancara, 12 Februari 2010 )   
 
Setelah dokumen WP diterima oleh KPP, petugas akan merekam atau 
memroses data Wajib Pajak yang mendaftar NPWP secara online yang 
disebut registrasi approve. Aplikasi perekaman NPWP oleh petugas dapat 
diaktifkan melalui menu : 
Start      Programs       Internet Explorer        e-Registration Petugas 
Pajak    
Hal tersebut seperti yang diungkapkan petugas lain pada bagian 
pelaksana seksi pelayanan : 
” e-registration perekaman NPWP oleh petugas dilakukan melalui 
aplikasi internet explorer, mulai dari strat, programs, internet explorer, 
memilih menu e-registration petugas pajak.” ( hasil wawancara 
tanggal, 15 Februari 2010 ) 
 
Tata cara registrasi approve NPWP-OP oleh petugas pajak adalah 
sebagai berikut : 
1) Mengaktifkan menu e-registration petugas pajak, lalu akan muncul 

















































2) Ketik NIP dan Password yang diisi oleh petugas pajak yang masing-
masing ada 9 digit, tekan tombol LOGIN dan tampilan berikutnya 
adalah : 
 
3) Ketik No NPWP pada kolom ”Seleksi Berdasarkan” , klik Cari, lalu 
klik No NPWP yang ada tanda panahnya dan akan muncul tampilan 

















































4) Meneliti atau mencocokkan data yang telah terisi. Klik tanda biru 
sebelah kanan kolom Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), lalu muncul 
tampilan seperti di bawah ini : 
 
5) Ketik PEGAWAI, klik OK yang ada tanda panah lalu muncul 

















































6) Klik Cari, pilih salah satu jenis usaha yang berhubungan dengan KLU, 
yaitu klik  PEGAWAI NEGERI SIPIL, klik OK, lalu akan muncul 
tampilan berikut ini : 
 
7) Pada kolom no telepon yang kosong diisi 0 (nol) 
8) Pada kolom Status Perkawinan pilih ”KAWIN”, lalu klik SIMPAN 

















































9) Ketik NIP Kepala Seksi, klik VERIFIKASI, lalu muncul tampilan di 
bawah ini : 
 

















































11) Klik Surat Keterangan Terdaftar, lalu klik OK, akan muncul tampilan 
seperti di bawah ini : 
 
12) Klik Print atau Enter, printer akan mencetak Surat Keterangan 
Terdaftar (SKT). 
Dengan demikian registrasi approve dilakukan oleh petugas KPP 
untuk merekam, verifikasi, mencetak, dan validasi kartu NPWP bagi WP 
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mengirim kartu NPWP dan SKT ke alamat Wajib Pajak yang terdaftar di 
KPP.   
Gambar 2 
Skema Prosedur Pendaftaran NPWP Orang Pribadi 
 
Sumber : www.pajak.go.id 
Keterangan tata cara pemberian kartu NPWP Orang Pribadi : 
1. Wajib Pajak mengajukan atau menyampaikan berkas pendaftaran NPWP 
dengan menggunakan Formulir Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak 
beserta yang telah diisi beserta persyaratannya kepada Petugas Tempat 
Pelayanan Terpadu. 
2. Petugas menerima dan mengisi kolom-kolom formulir Permohonan 
Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan 
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a. Kebenaran pengisian formulir. 
b. Kebenaran tanda identitas diri. 
c. Kebenaran wilayah/wewenang Kantor Inspeksi Pajak setempat. 
d. Penjelasan singkat mengenai kewajiban perpajakan, kegunaan NPWP dan 
lain sebagainya. 
 Catatan khusus : 
a. Dalam hal WP tersebut sudah terdaftar, maka kepadanya tidak diberikan 
NPWP lagi. 
b. Dalam hal WP pernah terdaftar, maka kepadanya diberikan NPWP yang 
sama dengan NPWP semula. 
c. Dalam hal WP belum terdaftar, kepadanya diberikan NPWP. Khusus 
untuk WP berstatus cabang, OP pengusaha tertentu atau wanita kawin 
tidak pisah harta diberikan NPWP dengan aturan sebagai berikut : 
1) Kode WP sama dengan kode WP Pusat, kode WP domisili atau kode 
WP suami. 
2) Kode administrasi perpajakan sesuai dengan yang diberikan oleh KPP 
dimana WP terdaftar. 
Dalam hal berkas pendaftaran belum lengkap, dihimbau kepada Wajib 
Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas pendaftaran sudah lengkap, 
Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak Bukti Penerimaan Surat 
(BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan 
diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan 
berkas pendaftaran kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan. 
Dalam dokumen BPS berisi tentang NPWP, jenis pajak, kewajiban 
perpajakan, kegunaan NPWP dan masa berlaku. 
3.  Pelaksana Seksi Pelayanan merekam berkas pendaftaran Wajib Pajak. 
4.  Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Keterangan Terdaftar 
(SKT) dan  Kartu NPWP kemudian menyerahkannya ke Kepala Seksi 
Pelayanan. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP diterbitkan 
dalam rangkap dua : 
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Lembar ke-2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak 
5. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 
kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan. 
6.  Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani, 
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip 
dan dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.  
7.  Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada 
Wajib Pajak. 
8.   Proses selesai. 
Jangka waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan 
diterima lengkap (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ/2007 
tanggal 14 Agustus 2007 tentang Percepatan Jangka Waktu Penyelesaian Layanan 
Unggulan Direktorat Jenderal Pajak). Sedangkan, dasar hukum pendaftaran 
NPWP Orang Pribadi tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
KEP-161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran 
dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor 
Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha 
Kena Pajak. 
Pihak-pihak yang terkait dalam pelayanan pendaftaran NPWP Orang 
Pribadi di KPP Pratama adalah Kepala seksi Pelayanan, Petugas Tempat 
Pelayanan Terpadu, Pelaksana Seksi Pelayanan, dan Wajib Pajak. Formulir yang 
digunakan dalam pendaftaran NPWP Orang Pribadi yaitu Formulir Pendaftaran 
dan Perubahan Data Wajib Pajak dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen 
(LPAD). Sedangkan dokumen yang dihasilkan adalah Bukti Penerimaan Surat 
(BPS), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP).  
 
B. Hambatan dan Upaya yang dilakukan dalam  Prosedur Pelayanan 
Administrasi Pendaftaran NPWP Orang Pribadi 
Terkait dengan pelayanan pendaftaran NPWP-OP di KPP Karanganyar, 
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jaringan intern DJP. Sistem intranet yaitu suatu proses sistem, yang sistem 
utamanya langsung berhubungan dengan pusat yang berada di Kantor Pusat 
Jakarta. Apabila di pusat mengalami gangguan, system di seluruh KPP wilayah 
Indonesia ikut terganggu dan bila sedang eror menyebabkan respon yang diterima 
sangat lambat, bahkan bisa berhari-hari jaringan tidak bisa berfungsi sama sekali. 
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh petugas lain pada pelaksana seksi 
pelayanan : 
” Di KPP ini menggunakan sistem jaringan intern DJP yang langsung 
berhubungan dengan Kantor Pusat. Jadi, apabila sistem jaringan di sana 
mengalami gangguan KPP di semua wilayah juga ikut terganggu. Semakin 
siang semakin lama responnya karena jaringannya sibuk, kan di sini 
banyak kantor-kantor yang menggunakan jaringan internet.” ( hasil 
wawancara tanggal, 16 Februari 2010 ) 
 
Selain itu, hambatan dalam pelaksanaan administrasi pendaftaran NPWP 
disebabkan karena kurangnya personil di bagian pelayanan. Volume pekerjaan 
yang banyak tidak sebanding dengan kapasitas personil/petugas. Hal ini seperti  
yang dikemukakan oleh petugas di bagian pelayanan :  
“Kurangnya petugas di bagian pelayanan khususnya dalam hal pendaftaran 
NPWP membuat kami kuwalahan untuk menyelesaikan pelaksanaan 
administrasi.” ( hasil wawancara tanggal, 12 Februari 2010) 
 
Hambatan lainnya adalah masih ada Wajib Pajak yang mengalami 
kebingungan dalam prosedur pelayanan administrasi NPWP mengenai tata cara, 
persyaratan, jangka waktu pemberian NPWP, dan lain-lain. Hal ini sebagaimana 
dikemukakan oleh bagian pelayanan yang mengatakan : 
“Kadang masih ada Wajib Pajak yang bingung saat mau mendaftar NPWP 
dan bagaimana tata caranya, apa saja syarat-syaratnya, berapa lama jangka 
waktu pemberian NPWP.” ( hasil wawancara tanggal, 10 Februari 2010) 
 
Dalam pelaksanaannya, secara internal  sistem pengarsipan terhadap 
pengumpulan dan pemisahan dokumen pendarftaran melalui e-registrasi masih 
kurang baik. Hal ini karena saat pencetakan dokumen tidak dilakukan secara 
teratur yang seharusnya diatur secara berurutan sesuai no NPWP. Mengenai 
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“Pencetakan berkas di bagian pelayanan yang tidak berurutan membuat 
kami harus menata ulang lagi dengan mengurutkan no NPWP. Hal ini 
sangat membutuhkan banyak waktu karena harus melakukan dua kali 
kerja, apalagi berkas-berkas tersebut sangat banyak.” ( hasil wawancara 
tanggal, 17 Februari 2010) 
 
Untuk menangani hambatan-hambatan tersebut, KPP Karanganyar 
memberikan wewenang terhadap bagian yang mengurusi hal terkait dengan 
hambatan yang ada. Sehubungan dengan hambatan yang ditemui adalah yang 
berkaitan dengan pelayanan, hal tersebut ditangani oleh bidang pelayanan. Upaya 
yang dilakukan oleh bidang Bagian Pelayanan terkait permasalahan tersebut 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk permasalahan gangguan sistem adalah bertanya ke bagian IT, kalau IT 
tidak bisa menangani akan berkoordinasi ke Kantor Pusat yang berada di 
Jakarta dan Emergency Plan, yaitu kondisi yang diberlakukan KPP karena 
adanya kendala komputerisasi tidak jalan dan mengharuskan dengan cara 
manual. Kantor Pusat langsung memroses dan memperbaiki gangguan yang 
dialami KPP. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh bagian pelayanan yang 
mengatakan : 
“Apabila system jaringan terjadi gangguan, bagian pelayanan 
berkoordinasi ke bagian IT, apabila tidak bisa menangani mereka 
langsung berkoordinasi ke Kantor Pusat yang ada di Jakarta dan 
Emergency Plan, yaitu kondisi yang diberlakukan KPP karena adanya 
kendala komputerisasi tidak jalan dan mengharuskan dengan cara 
manual.” ( hasil wawancara tanggal, 12 Februari 2010)  
  
2. Saat listrik dan gedset mati, petugas memberlakukan Emergency Plan, yaitu 
kondisi yang diberlakukan KPP karena adanya kendala komputerisasi tidak 
jalan dan mengharuskan dengan cara manual. Seperti yang dikemukakan oleh 
bagian pelayanan : 
“Jika terjadi pemadaman listrik, gedset secara otomatis akan menyala 
dan bertahan selama 1 jam. Apabila gedset sudah mati, saat merekam 
data kami lakukan dengan cara manual. Selama gangguan itu masih 
bisa ditangani kita lakukan sebisa mungkin.” ( hasil wawancara tanggal, 
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3. KPP menyiapkan petugas yang ditempatkan di sebelah pintu masuk untuk 
membantu Wajib Pajak untuk mengarahkan dan memberikan informasi yang 
dibutuhkan WP. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh bagian pelayanan 
yang mengatakan : 
“KPP sudah menyiapkan Satpam dan petugas lainnya untuk membantu 
mengarahkan Wajib Pajak dalam pelaksanaan administrasi dan 
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh WP.” ( hasil wawancara 
tanggal, 12 Februari 2010) 
 
Pada umumnya hambatan yang dialami KPP adalah gangguan system 
jaringan dan kurangnya petugas di bagian pelayanan. Semua hambatan yang 
dialami dalam pelaksanaan administrasi pelayanan di KPP selalu ada upaya untuk 
menyelesaikannya kecuali pada hambatan kurangnya petugas di bagian pelayanan, 
seharusnya ada penambahan petugas. Hal ini sangat diperlukan karena pekerjaan 
pelaksanaan administrasi di bagian pelayanan sangat banyak dan membutuhkan 
bantuan.  
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan harus ditunjang dengan sistem 
aplikasi yang lancar dan sumber daya manusia yang baik. Hal ini menjadi 
pekerjaan rumah pihak KPP Pratama Karanganyar karena kemudahan, kecepatan 
dalam persyaratan dan prosedur pendaftaran NPWP bagi Wajib Pajak serta 
kegiatan lainnya akan dapat meningkatkan kepercayaan serta kepuasan bagi Wajib 
Pajak. Masyarakat mengharapkan terjadi transaksi antara Wajib Pajak dengan 
pemerintah dapat berjalan dengan baik, dan tentunya pelayanan pemerintah yang 



























































Pelayanan pendaftaran NPWP-OP di KPP Pratama Karanganyar dilakukan 
melalui dua cara yaitu secara manual dan online (e-Registration). Pelayanan 
secara manual dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Wajib Pajak (WP) 
datang langsung ke KPP dan menuju ke loket pendaftaran, (2) WP mengambil 
nomor antrian, (3) WP mengambil dan mengisi formulir pendaftaran, (4) WP 
menunggu giliran dipanggil dan menyerahkan persyaratan ke petugas, (5) Petugas 
menerima dan meneliti kelengkapan administrasi, (6) Petugas akan merekam data 
WP, (7) Petugas mencetak dokumen dan melanjutkan proses sesuai dengan 
prosedur pendaftaran. Jangka waktu pemberian NPWP adalah satu jam atau paling 
lama satu hari setelah berkas diterima lengkap.  
Pendaftaran secara Online (E-registration) oleh WP dapat dilakukan 
dengan cara WP membuka situs http://www.pajak.go.id, melakukan pendaftaran 
dan mengisi formulir registrasi yang berisi nomer aplikasi dan NPWP, serta SKTS 
yang berisi nama dan alamat KPP. Setelah itu formulir dan SKTS tersebut dicetak 
dan ditandatangani. SKTS tersebut hanya berlaku selama 30 hari sejak 
pendaftaran. Seluruh dokumen beserta persyaratannya disampaikan ke KPP secara 
langsung atau melalui pos. Apabila dikirim via pos ke KPP selama 30 hari belum 
diterima, KPP akan membatalkan proses pendaftaran tersebut. Bila dokumen WP 
diterima lengkap oleh KPP, petugas akan merekam atau memroses data Wajib 
Pajak yang mendaftar NPWP secara online yang disebut registrasi approve. Tata 
cara registrasi approve adalah sebagai berikut : (1) Mengaktifkan menu e-
registration petugas pajak, (2) Melakukan login dengan memasukkan NIP dan 
password, (3) Mengecek/meneliti kembali dan mengisi data WP yang kosong, (4) 
Verifikasi setelah data WP diisi lengkap, dan (5) Mencetak dokumen dan 
melanjutkan proses sesuai dengan prosedur pendaftaran. Selanjutnya, pihak KPP 
akan mengirim kartu NPWP dan SKT ke alamat Wajib Pajak yang terdaftar di 
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Hambatan yang dialami dalam prosedur pelayanan administrasi 
pendaftaran NPWP-OP terutama adalah sistem jaringan yang sering terganggu 
dan kurangnya petugas di bagian pelayanan. Upaya yang dilakukan sehubungan 
dengan hambatan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi ke bagian IT dan 
ke Kantor Pusat. Namun demikian, terhadap hambatan mengenai kurangnya 
petugas pada bagian pelayanan sampai saat ini belum ada solusi pemecahannya. 
 
B. Saran 
 Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis 
ingin memberikan sedikit saran yang berkaitan dengan pembahasan dalam laporan 
ini, yaitu sebagai berikut : 
1. Perlu dilakukan pembenahan terhadap sistem pengumpulan dan pemisahan 
berkas-berkas formulir pendaftaran NPWP melalui e-registration. Hal ini dapat 
dilakukan dengan pendataan secara teratur sesuai dengan nomor urut NPWP 
agar pengarsipan dapat lebih rapi dan efisien. 
2. Jika memungkinkan supaya diagendakan mengenai penambahan karyawan 
pada bagian pelayanan untuk membantu memasukkan data-data ke komputer 
(e-registration) dalam hal pendaftaran NPWP. Hal ini diperlukan agar 
penyelesaian pekerjaan dapat lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan 
pelayanan terhadap konsumen. 
 
 
